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BAB V 

ANALISIS SK GUBERNUR NO. 188/94/KPTS/013/2011 

 DALAM TEORI PERLINDUNGAN EKSTERNAL DAN 

PEMBATASAN INTERNAL PERSPEKTIF WILL KYMLICKA 

 

A. SK Gubernur dalam Perlindungan Eksternal (External Protection)  

Surat Keputusan Gubernur No. 188/94/KPTS/013/2011 yang terbit pada 28 

Februari 2011 merupakan salah satu upaya perlindungan pemerintah terhadap 

Ahmadiyah.
1
 Surat Keputusan tersebut berupaya untuk melindungi kelompok 

minoritas Ahmadiyah di Jawa Timur dari serangan massa atau organisasi 

kemayarakatan yang kontra dengan Ahmadiyah. Dalam pasal yang tertera pada SK 

Gubernur tersebut, Pemerintah hendak membatasi segala kegiatan keagamaan 

Ahmadiyah yang mampu memicu gangguan ketertiban umum, diantaranya adalah 

memasang papan nama organisasi, menggunakan atribut Ahmadiyah, menyebarkan 

ajaran Ahmadiyah baik lisan, tulisan, maupun media elektronik.  

Dari beberapa organisasi kemasyarakatan yang menganggap bahwa 

Ahmadiyah merupakan ajaran yang sesat meminta kepada pemerintah untuk 

membubarkan aliran keagamaan yang dibawa dari Qadian, India. Di beberapa daerah, 

sering kali kelompok Ahmadiyah menjadi sasaran serangan dari kelompok Islam 

radikal dengan berbagai dalih, dari mulai produk hukum seperti SKB, SK, maupun 

                                                           
1
 Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia Seluruh Indonesia (SEPAHAM), Melindungi Korban 

Bukan Membela Pelaku, Kertas Posisi atas Dikeluarkannya Sejumlah Produk Hukum Daerah yang 

Melarang Aktivitas Jamaah Ahmadiyah Indonesia, Maret 2011. 
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perda-perda yang isinya tentang larangan terhadap aktivitas Ahmadiyah; sampai 

fatwa-fatwa yang terbit dari beberapa organisasi masyarakat seperti MUI pada tahun 

1980 dan 2005. Peraturan-peraturan maupun fatwa yang diterbitkan untuk 

Ahmadiyah menjadi alat legitimasi bagi individu maupun kelompok radikal untuk 

menyerang kelompok minoritas Ahmadiyah. 

Idealnya, perlindungan eksternal adalah usaha pemerintah untuk 

mengupayakan suatu kelompok kecil agar tidak tertindas oleh kelompok lain yang 

lebih besar. Namun, dalam upaya perlindungan eksternal tidak harus menimbulkan 

ketidakadilan dari dampak perlindungan tersebut, baik untuk masyarakat dominan 

maupun minoritas.
2
 Dalam praktek penerbitan SK Gubernur, pemerintah memang 

mengupayakan untuk memberi perlindungan Ahmadiyah terhadap kelompok yang 

secara langsung maupun tidak langsung berlawanan dengan minoritas Ahmadiyah. 

Namun, pasal-pasal yang terdapat dalam SK Gubernur mencerminkan pembatasan 

terhadap minoritas Ahmadiyah. Apalagi dalam proses pembuatannya, Ahmadiyah 

sama sekali tidak pernah diundang untuk audensi atau bahkan menjelaskan suatu hal 

yang diperkarakan, seperti ajaran sesat yang dimaksud oleh kelompok yang 

berlawanan dengan Ahmadiyah.  

Selain perkara SK Gubernur, yang menjadi dasar kelompok-kelompok Islam 

arus-utama dalam menyerang Ahmadiyah adalah fatwa MUI. MUI sebagaimana yang 

sudah penulis jelaskan di bab sebelumnya merupakan lembaga yang bersifat forum 

namun bukan merupakan federasi ormas-ormas atau kelembagaan Islam. MUI tidak 

                                                           
2
 Will Kymlicka, Kewargaan Multikultural, terj. F. Budi Hardiman (Jakarta: LP3ES, 2011), 

54. 
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memiliki stelsel keanggotaan yang merupakan salah satu ciri dari organisasi 

kemasyarakatan seperti ketentuan yang disebutkan dalam UU No. 8 Tahun 1985 

tentang Organisasi Kemasyarakatan. Bahkan, MUI juga bukan merupakan badan 

hukum.
3
 Fatwa dari status organisasi yang tidak mempunyai badan hukum tidak 

selayaknya dijadikan sebagai bahan acuan bagi masyarakat bahkan aparat untuk 

menindak suatu perkara. Jika, fatwa MUI dijadikan dasar rujukan pemerintah dalam 

menetapkan suatu hukum, maka seharusnya MUI juga mengundang setiap perwakilan 

dari semua kelompok untuk dapat merumuskan fatwa secara obyektif. Jika fatwa 

yang dikeluarkan adalah tentang akidah Ahmadiyah, seharusnya Ahmadiyah juga 

diberikan kesempatan untuk menjelaskan tentang tafsir yang tidak dimengerti oleh 

mayoritas anggota MUI.  

Dalam penerapan perlindungan eksternal tidak terlepas dengan hak-hak 

perwakilan khusus. Hak-hak inilah yang mampu menciptakan keseimbangan di dalam 

menentukan suatu hukum. Ahmadiyah perlu untuk diberikan ruang dalam 

keanggotaan MUI atau bahkan badan legislatif sehingga keputusan-keputusan yang 

diambil oleh pemerintah tidak merugikan kelompok Ahmadiyah. MUI mempunyai 

landasan konstitusional yang berupa UUD 1945 Pasal 28 E Ayat (3) dan Pasal 28 F.
4
 

Landasan tersebut seharusnya juga dapat dijadikan dasar dari hak Ahmadiyah untuk 

berorganisasi dan berekspresi. Ahmadiyah juga berhak atas kebebasan berserikat, 

berkumpul, bahkan mengeluarkan pendapat. Namun, UUD Pasal 28 tersebut 

tampaknya hanya angan-angan untuk diterapkan dalam minoritas Ahmadiyah.  

                                                           
3
 Majelis Ulama Indonesia, Pedoman Penyelenggaraan Organisasi (Surabaya: Majelis Ulama 

Indonesia Jawa Timur, 2013), 25. 
4
 Ibid. 
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Perlindungan eksternal seharusnya bertujuan untuk menciptakan keadilan dan 

bahkan membantu kelompok-kelompok yang berbeda dengan mengurangi dominasi 

masyarakat terhadap minoritas.
5
 SK Gubernur sebenarnya tidak layak disebut sebagai 

perlindungan karena dalam penerapannya Ahmadiyah bahkan menerima 

ketidakadilan dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan. Akan disebut sebagai 

perlindungan jika SK Gubernur mampu menciptakan keadilan dengan mengurangi 

kerentanan Ahmadiyah terhadap masyarakat luas. Adanya SK Gubernur bahkan 

menjadikan kelompok Ahmadiyah menjadi termarjinalkan baik dalam hubungan 

sosial maupun hukum, misalnya dalam sulitnya pengurusan perpanjangan izin 

bangunan aset milik Ahmadiyah. Selain itu, diskriminasi masyarakat luas terhadap 

Ahmadiyah semakin tajam ketika terbit SK Gubernur atau perda-perda tentang 

Ahmadiyah, misalnya adanya pelarangan salat Jumat terhadap warga jemaat 

Ahmadiyah di Surabaya. 

Ada tiga macam cara dalam menerapkan perlindungan eksternal sesuai 

dengan teori Kymlicka. Tiga macam hak tersebut adalah hak perwakilan khusus, hak 

atas pemerintahan sendiri, dan hak-hak polietnis.
6
 Tiga macam hak tersebut tidak 

harus digunakan secara bersama dalam mewujudkan perlindungan eksternal. 

Ahmadiyah mungkin membutuhkan salah satu dari tiga hak yang ditawarkan tersebut 

dalam melindungi eksistensinya sebagai warga negara. Ahmadiyah memungkinkan 

untuk meminta hak-hak perwakilan khusus terhadap pemerintah dalam mewujudkan 

                                                           
5
 Will Kymlicka and Rubio Marin, Liberalism and Minority Rights. An Interview, Ratio Juris, 

Vol. 12 No. 02, (Cowley Road: Blackwell Publishers Ltd, 1999), 137. 
6
 Daniel O’niell, Multicultural Liberal and the Rushdie Affair: A Critique of Kymlicka, 

Taylor, and Walzer,The Review of Politics, Vol. 61. No. 02, (Notre Dame: Cambridge University 

Press, 1999), 225. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

69 
 

suatu hukum yang tidak diskriminatif. Tidak hanya dalam badan legislatif tentunya, 

Ahmadiyah dirasa perlu untuk masuk dalam keanggotaan MUI jika salah satu fungsi 

MUI menjadi dasar rujukan pembuatan hukum oleh pemerintah.  

Ahmadiyah juga perlu untuk meminta perlindungan terkait aset yang dimiliki 

seperti sekolah, perguruan tinggi, dan lembaga-lembaga lain yang dimiliki. Selain 

perlindungan, adanya pengakuan negara terhadap kurikulum yang dibuat juga 

merupakan hal yang penting sebagai salah satu penerapan hak polietnis. Perlindungan 

tersebut bukan merupakan suatu hal yang mustahil karena hal itu memungkinkan 

diterapkan pada organisasi kemasyarakatan yang lain seperti NU dan 

Muhammadiyah. Tidak ada pengecualian terkait hak tersebut, karena posisi antara 

Ahmadiyah dengan ormas lain adalah setara.  

Perlindungan eksternal bertujuan untuk melindungi kelompok kecil terhadap 

keputusan-keputusan yang dibuat oleh kelompok lain yang lebih besar seperti fatwa 

MUI. Selain terlindungi dari dampak keputusan kelompok eksternal, Ahmadiyah juga 

berhak atas aturan-aturan dari pemerintah yang tidak diskriminatif bukan sebaliknya. 

Tujuan-tujuan ini tampaknya tidak tercermin dalam SK Gubernur No. 

188/94/KPTS/013/2011 tentang Larangan Aktivitas Jamaah Ahmadiyah di Jawa 

Timur. Keputusan tersebut bahkan menjadikan Ahmadiyah semakin terintimidasi 

oleh kelompok lain bahkan oleh aparatur negara sendiri.  

Beberapa kasus diskriminatif terhadap Jemaat Ahmadiyah Jawa Timur dicatat 

oleh Center of Marginalized Communities (CMARs) Surabaya. Menurut catatan 

CMARs, sejak diberlakukannya SK Gubernur No. 188/94/KPTS/013/2011, telah 

terjadi tindak kekerasan diantaranya adalah pencopotan paksa papan nama masjid 
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An-Nur Bubutan I/2 Surabaya, intimidasi salat Jumat oleh aparat terhadap jemaat 

Ahmadiyah di Surabaya, pembubaran secara paksa pertemuan antara JAI se-Jawa 

Timur dengan JAMAK di masjid An-Nashr Gedangan Sidoarjo, dan perlakuan 

diskriminatif terhadap salah seorang guru Taman Siswa Surabaya karena berlatar 

belakang Ahmadiyah.
7
 Kasus-kasus tersebut menjadi bukti bahwa SK tersebut belum 

mampu untuk melindungi kelompok Ahmadiyah. Alih-alih melindungi, Ahmadiyah 

kerap mendapatkan perlakuan diskriminatif oleh aparatur negara atupun kelompok-

kelompok masyarakat Islam dominan.  

 

B. Pembatasan Internal oleh Ahmadiyah terhadap Kelompoknya (Internal 

Restriction) 

Ahmadiyah dalam teori Kymlicka telah melakukan pembatasan internal 

terhadap anggotanya. Bentuk pembatasan tersebut adalah dengan perintah baiat 

kepada Imam Mahdi Mirza Ghulam Ahmad. Selain itu, Ahmadiyah juga membatasi 

kelompoknya untuk tidak menikah dengan kelompok non-Ahmadiyah. Sikap 

eksklusifitas yang diterapkan oleh Ahmadiyah inilah yang disebut sebagai Kymlicka 

membatasi kebudayaan kelompok atas nama solidaritas kelompok.
8
 

Pembatasan internal yang dilakukan Ahmadiyah merupakan syarat 

keanggotaan yang diajukan oleh Ahmadiyah terhadap anggotanya. Namun, 

pembatasan tersebut tidak sampai menggunakan kebijakan pemerintah sehingga 

                                                           
7
 Analisis Pelanggaran Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dampak Surat Keputusan 

Gubernur Nomor 188/94/KPTS/013/2011 tentang Pelarangan Aktivitas Ahmadiyah di Jawa Timur, 

Dokumen CMARs. 
8
 Will Kymlicka and Rubio Marin, Liberalism and Minority Rights. An Interview, Ratio Juris, 

Vol. 12, No. 02 (Cowley Road: Blackwell Publishers Ltd, 1999), 137. 
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melalaikan hak-hak individu dalam kelompok Ahmadiyah. Namun, karena loyalitas 

orang-orang Ahmadiyah terhadap organisasinya menjadikan kelompok ini selalu 

bertahan dan sedikit sekali memutuskan untuk keluar dari Ahmadiyah. Loyalitas yang 

dimiliki oleh kelompok Ahmadiyah bukan tanpa alasan. Mereka meyakini bahwa 

siapapun yang menghalangi jalan untuk melakukan misinya, maka Allah akan 

menyingkirkannya.
9
 

Pelarangan untuk menikah dengan orang non-Ahmadiyah bukan berarti 

pengharaman atau bahkan menjadikan pernikahan yang tidak disahkan oleh negara, 

melainkan upaya tersebut bertujuan untuk melindungi kelompok Ahmadiyah 

sehingga mampu untuk membangun rumah tangga yang harmonis.
10

 Pelarangan 

terkait berjamaah dengan non-Ahmadiyah juga merupakan salah satu upaya untuk 

melindungi kelompoknya dari niat buruk orang yang membenci Ahmadiyah, 

misalnya dengan doa-doa keburukan untuk Ahmadiyah. 

Pembatasan internal oleh Ahmadiyah tidak mengabaikan hak-hak individu 

kelompok Ahmadiyah karena untuk masuk menjadi anggotanya Ahmadiyah 

diharuskan melakukan baiat. Baiat hanya untuk orang-orang yang benar-benar mau 

dan konsisten dalam mengamalkan segala kewajiban yang telah diperintahkan oleh 

Allah dan Rasulnya. Baiat juga diperuntukkan untuk orang yang sudah mencapai usia 

baligh sehingga tidak ada unsur paksaan untuk masuk ke dalam Jemaat tersebut.
11

 

 

  

                                                           
9
 Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, Da’watul Amir (tnp: Jemaat Ahmadiyah Indonesia, 

1989), 228. 
10

 Syamsir Ali, Madu Ahmadiyah untuk Para Penghujat, 47. 
11

 Basuki, Wawancara,Surabaya,  3 Juli 2015. 


